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SMdang Pengadilan dn-Zine : Masa Pandemi Covid-19

Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum

Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi

UNIKA Soegijapranata, Semarang

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang pesat pada

dekade terakhir ini telah merubah cara pandang,

pola pikir bahkan merubah cara hidup manusia.
Sejak teknologi internet berkembang dengan pesat, kita
mulai terbiasa mendengar beberapa istilah baru seperti e-
commerce, e-business, big data, social-media, e-doctor, e-
consultation, disruption dll. Pendidikan tinggipun mulai
terbiasa dengan istilah on-line course, hybrid learning atau
blended learning yang menggabungkan cara belajar tatap
muka dan cara belajar on-line. Dunia hukum-pun tidak
lepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi.
Saat ini dunia hukum mengenal beberapa istilah baru
seperti e-court, e-mediation, e-litigation dll. yang juga
berkembang dengan pesat dengan bantuan teknologi
informasi.

Paper ini akan mencoba memaparkan pemanfaatan
teknologi informasi, terutama perubahan cara-kerja hukum,
khususnya cara kerja persidangan di Indonesia yang
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ternyata mau tidak mau harus dilakukan dengan
dikeluarkannya kebijakan nasional social-distancing karena
terjadinya pandemi global Covid-19.

Pengaturan E-Court: Modernisasi Peradilan

Pembaruan bidang teknis dan manajemen perkara
yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dengan
program modernisasi peradilan dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi dapat dilacak 2-3 tahun ke
belakang yakni dengan mulai diperkenalkannya aplikasi E-
Court. Dengan ini, bahkan sebelum terjadinya pandemi
global Covid-19, Mahkamah Agung RI ternyata telah
berupaya untuk memanfaatkan teknologi internet dalam
rangka meningkatkan  produktifitas dan  kinerja
penanganan perkara di semua tingkat peradilan di
Indonesia.

Layanan E-Court di Mahkamah Agung RI
diperkenalkan pada tahun 2018 dengan dikeluarkannya
PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di
Pengadilan secara Elektronik yang merupakan layanan
dalam sistem informasi pengadilan yang diberikan kepada
pengguna yang terdaftar (dalam hal ini
Pengacara/Advokat) wuntuk melakukan pendaftaran
perkara secara gn-line (e-filling), untuk mendapatkan
informasi atau taksiran panjar biaya perkara dan
melakukan pembayaran biaya perkara secara on-line (e-
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payment),  serta  memperoleh surat pemanggilan
persidangan secara on-line (e-summons)’8.

?/Iulai tahun 2019, dengan dikeluarkannya PERMA
No. 1 Tahun 2019 tentang Adminsitrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Mahkamah
Agung RI kemudian juga memperkenalkan cara baru
persidangan yakni persidangan secara on-line atau
persidangan yang dilakukan secara elektronik (e-litigation)
dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi conference/meeting
atau jaringan internet publik yang tersedia di saluran
internet. Kedua peraturan tersebut diterbitkan sebagai
landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara
dan persidangan secara elektronik untuk mendukung
terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional,
transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Selain memperkenalkan cara baru persidangan,
PERMA No. 1 Tahun 2019 juga melakukan perluasan
layanan dan redefinisi beberapa konsep hukum. Perluasan
layanan sejak PERMA ini berlaku adalah dengan
memperkenankan pengguna lain selain pengguna yang
terdaftar (pengacara atau advokat) untuk menggunakan
aplikasi e-court. PERMA juga memperluas artﬁomisili
elektronik yakni domisili para pihak berupa alamat surat
elektronik yang telah terverifikasi yang menjadi alamat
penerimaan relaas penggilan/pemberitahuan dan salinan
putusan untuk para pihak. Beberapa redefinisi konsep

hukum yang juga dilakukan adalah: 1) redefinisi konsep

18 Dapat dilihat di https://ecourt. mahkamahagung.go.id/.
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persidangan terbuka untuk umum; 2) konsep kehadiran
pihak berperkara di persidangan; dan 3) konsep
pengucapan putusan/penetapan’®.

Salah satu asas penting dalam peradilan adalah
bahwa setiap sidang pengadilan _dan pembacaan
putusan/penetapan harus dilaksanakandalam sidang yang
terbuka untuk umum, karena jika hal ini tidak
dilaksanakan, maka akan berakibat putusan batal demi
hukum. Sejak dikeluarkannya PERMA, terjadi redefinisi
konsep pengucapan putusan/ penetapan pengadilan dalam
sidang yang terbuka untuk umum di mana “terbuka untuk
umum’ diartikan sebagai persidangan secara elektronik
yang dilakukan melalui sistem informasi pada jaringan
internet publik. Putusan dalam hal ini juga dianggap sah
dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan oleh Hakim
Ketua/Hakim secara elektronik “"dan dihadiri oleh para
pihak, telah disampaikannya salinan putusan/penetapan
elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi
Pengadilan dan dibubuhi tanda tangan elektronik sesuai
dengan ketentuan undang-undang mengenai informasi dan
transaksi elektronik.

Kehadiran pihak berperkara secara fisik di
pengadilan juga merupakan suatu keharusan karena jika
penggugat tidak hadir, maka dapat berakibaéerkara yang
diajukan gugur, sedangkan jika tergugat tidak hadir, maka

dapat berakibat perkara diputus secara verstek. Adapun

19 Mahkamah Agung RI, 2019, E-Court: Keberhasilan Modernisasi Peradilan (Laporan
Tahunan 2019), Jakarta: Mahkamah Agung RI, him. 63-65
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redefinisi konsep kehadiran pihak berperkara di
persidangan adalah kehadiran para pihak dalam sistem
informasi daring (on-line) dalam waktu yang dijadwalkan.
Hal ini ditafsirkan ‘sama’ atau ‘setara’ dengan kehadiran
para pihak secara fisik di persidangan. Pihak dianggap
menghadiri sidang jika telah menyampaikan éawaban,
replik, duplik, dan kesimpulan (document exchange) melalui
sistem informasi pengadilan sesuai jadwal yang telah
ditetapkan dan dianggap hadir di persidangan apabila
telah  dilakukan  komunikasi  audio-visual  dengan
menggunakan infrastruktur pengadilan serta dikirimnya

salinan putusan oleh pengadilan.

Khusus untuk menciptakan kesamaan pola pikir dan
pola tindak dalam  menerapkan sistem persidangan
elektronik, telah diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk
Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan secara Elektronik.

Mengingat berbagai kerumitan penerapan sistem
persidangan elektronik, pada saat diberlakukan, tidak
semua jenis perkara dapat didaftarkan dan dilaksanakan
secara elektronik, di mana PERMA No. 1 Tahun 2019 ini
membatasi keberlakuannya hanya untuk jenis perkara
perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha
negara. Persidangan elektronik untuk jenis perkara ini
dapat dilakukan baik di peradilan tingkat pertama,
banding, kasasi dan peninjauan kembali sepanjang
disetujui oleh para pihak dan dalam kondisi di mana
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gdministrasi perkara sudah dilaksanakan secara elektronik
di tingkat pertama. Keberadaan PERMA ini dalam realita
sangat membantu para pihak yang berperkara di
pengadilan, terutama jika dihubungkan dengan_kondisi
luar biasa pandemi Covid-19, karena persidangan perkara
perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha
negara tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya penundaan.

Persidangan Perkara Pidana dan Jinayat

Berdasarkan sifatnya, ada jenis perkara tertentu
yang sifatnya pembuktiannya lebih rumit dan terkait
sangat erat dengan perlindungan terhadap harkat dan
martabat manusia atau hak asasi manusia seperti perkara
pidana, pidana militer dan jinayat, yang ternyata belum
diantisipasi dan diatur dalam PERMA tersebut. Lalu
bagaimanakah perkara-perkara pidana, pidana militer dan
jinayat tersebut harus disidangkan, sementara payung
hukum penyelenggaraan e-court melalui PERMA No. 3
Tahun 2018 jo. PERMA No. 1 Tahun 2019 jo. Keputusan
Ketua Mahkamah Agung No. 129/KMA/ SK/VIII/2019
tidak/belum mengantisipasi hal tersebut?

Pada minggu-minggu perdana awal penetapan
Pandemi Covid-19, walaupun telah ada kebijakan yang
sifatnya nasional berupa Peraturan Pemerintah No. 21
Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
yang ditandai dengan dilaksanakan social-distancing, --
termasuk di dalamnya peliburan sekolah dan tempat kerja;
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pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan
kegiatan di tempat atau fasilitas umum--, ternyata ruang
sidang masih dipadati aparat penegak hukum dan pihak-
pihak yang berperkara baik perkara pidana/jinayat dan
perkara-perkara lainnya. Hal ini tentu saja bertolak
belakang dengan penetapan pandemic COVID-19 sebagai
situasi darurat kesehatan atau"bencana nasional non-alam
di Indonesia dan himbauan Pemerintah RI untuk
meminimalisasi interaksi manusia dalam jumlah banyak.
Beberapa lembaga swadaya masyarakat yang memberi
perhatian terhadap bekerjanya hukum dan perlindungan
terhadap hak asasi manusia bahkan menganggap
Mahkamah Agung tidak memiliki sense of crisis karena
tidak engutamakan keselamatan aparat penegak hukum
dan para pihak yang berperkara.

Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, pada
tanggal 17 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung (SE SESMA)
No. 1 Tahun 2020. Namun, sayangnya SE SESMA ini tetap
memperkenankan dilangsungkannya persidangan untuk
perkara pidana, pidana militer, dan jinayat. Alasan
utamanya adalah kekhawatiran pelanggaran batas waktu
penahanan dan perpanjangannya sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). SE
SESMA ini akhirnya dicabut dengan Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

206


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e78909a8730d/node/534/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2020
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e78909a8730d/node/534/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2020
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e78909a8730d/node/534/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2020
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e78909a8730d/node/534/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2020
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e78909a8730d/node/534/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2020

Berada di Bawahnya yang kemudian dirubah dan
diperbarui kembali dengan SEMA No. 2 Tahun 2020.

Dalam SEMA No. 1 tahun 2020 dinyatakan bahwa
persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat
tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara yang
terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak
dapat diperpanjang lagi. Untuk perkara-perkara tersebut,
apabﬂaqfe)rdakwa yang secara hukum penahanannya masih
beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda dan
penundaannya dapat dilakukan dengan hakim_tunggal.
SEMA ini bahkan memberikan kewenangan terhadap
perkara-perkara  yang  dibatasi = jangka  waktu
pemeriksaannya tetap dapat ditunda walaupun melampaui
jangka waktu pemeriksaan dengan memerintahkan
Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara
Sidang tentang adanya keadaan luar biasa terkait
pencegahan penyebaran virus Covid-19 ini. SEMA No. 1
tahun 2020 ini juga menyatakan bahwa terhadap perkara-
perkara yang tetap harus disidangkan, maka oleh Hakim
dapat dilakukan pembatasan pengunjung, pembatasan
umlah dan jarak aman pengunjung (social distancing),
pendeteksian suhu badan dan larangan kontak fisik,
penggunaan _masker dan sarung tangan medis dan
pemanfaatan aplikasi e-litigation untuk persidangan perkara
perdata, perdata agama dan tata wusaha negara.
Keseluruhan aturan ini dikeluarkan dengan mengacu pada
asas salus populi suprema lex esto (bahwa keselamatan rakyat
merupakan hukum tertinggi).
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E-Litigation: Akuntabilitas Persidangan secara On-line

Tabel 1. Keadaan Perkara di MA dan Badan Peradilan

Tahun 2019
Lingkungan Sisa Masuk  Jumlah  Putus .
Peradilan 2019 2019 Beban 2019 Sl B
Mahkamah 906 19369 20275 20058 0 217

Agung

Peradilan 45.835 6.086.719 6.132.554 6.086.410 4.631 41.513
Umum

Peradilan 72.687 607.802  680.489  587.279 45226 47.984
Agama

Peradilan 241 2.839 3.080 2.920 25 135
Militer

Peradilan 817 3.568 4.385 2.999 474 912
TUN

Pengadilan  3.284 10.366 13.650 10.148 - 3.502
Pajak

Jumlah 123.770 6.730.663 6.854.433 6.709.814 50.356 94.263

Sumber: Mahmakah Agung RI?

20 Mahkamah Agung RI, 2019, E-Court: Keberlanjutan Modernisasi Peradilan (Ringkasan
Eksekutif Laporan Tahunan 2019), Jakarta: Mahkamah Agung RI, him. 17
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Walaupun keselamatan rakyat merupakan hukum
tertinggi, namun ada beberapa tantangan yang masih
harus dipikirkan oleh Mahkamah Agung sebagai badan
peradilan tertinggi di negara ini sehubungan dengan
penyelenggaraan persidangan secara on-line. Tidak hanya
pada masa pandemi Covid-19, tampaknya memang
persidangan secara on-line harus terus dikembangkan
mengingat tingginya jumlah perkara yang harus ditangani
badan peradilan. Sebagai gambaran, berikut total jumlah
perkara yang harus ditangani oleh MA dan badan
peradilan di bawahnya:

Pada periode tahun 2019, ada lebih dari 6 juta kasus
yang harus diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung
dan peradilan di bawahnya. Oleh sebab itulah, ditengah-
tengah masa pandemi Covid-19 ini, persidangan secara on-
line tidak dapat dihindari (Tabel 1).

Masalah utama yang timbul dengan
penyelenggaraan persidangan secara on-line (e-litigation)
adalah masalah akuntabilitas?’. Akuntabilitas dapat
diartikan sebagai suatu kondisi dimana dalam
melaksanakan tugas dan kewenangannya, seseorang atau
suatu lembaga mampu memberikan pertanggungjawaban
yang sebaik-baiknya atas mandat/amanah yang diberikan
kepadanya, Ini artinya tugas atau pekerjaan yang
dilakukan “dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang

2l Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia On-Line arti akuntabel adalah dapat
dipertanggungjawabkan. Lihat dalam https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akuntabel
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melingkupi input, proses dan juga output atau hasil akhir
yang diharapkan dari mandat tersebut.

Mandat te%esar dari hukum adalah memberikan
keadilan, manfaat dan kepastian hukum bagi para pencari
keadilan. Asas penting dari peradilan yakni cepat,
sederhana, biaya ringan (speedy trial) tidak boleh
membentur 3 (tiga) cita hukum tersebut dalam rangka
memberikan keadilan pada yang berhak, memberikan
manfaat  sebesar-besarnya  bagi  masyarakat dan
memberikan suatu kepastian hukum.

Isu tentang penyelenggaraan e-court sesungguhnya
telah banyak dibicarakan dalam diskusi publik. Beberapa
ahli menganggap bahwa wuntuk mencari keadilan,
sebaiknya e-court membatasi pada registrasi perkara dan
hal-hal yang sifatnya administratif. Pelaksanaan e-litigation
dengan cara persidangan on-line dapat membuka berbagai
polemik yang tidak perlu tentang cara-cara berperadilan.
Namun hal ini kemungkinan menjadi tidak tepat jika
dibicarakan pada situasi dan kondisi luar biasa seperti
sekarang untuk kepentingan pencegahan penyebaran
Covid-19.

Beberapa tantangan yang dihadapi pengadilan pada
umumnya, utamanya pada masa Covid-19 ini sehubungan
dengan persidangan on-line dapat diperinci sebagai berikut:

1. Perbedaan literasi atau pemahaman serta
kemampuan setiap pengelola pengadilan untuk
menyelenggarakan persidangan on-line.
Kemampuan pengelolaan e-litigasi di Jakarta
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atau kota-kota besar tidak bisa serta-merta
dianggap setara dengan pengadilan di daerah,
terutama kota dan kabupaten yang terpencil.
Termasuk dalam literasi ini adalah literasi
masyarakat pencari keadilan. Tanpa bantuan
hukum profesional dan pengetahuan yang cukup
tentang proses peradilan, untuk pihak yang
mewakili diri sendiri, dapat berujung pada
timbulnya rasa diperlakukan tidak adil, terlebih
jika informasi yang dibutuhkan tidak samapai,
salah dipahami atau bahkan tidak diperoleh;

Kemampuan tim teknis tiap-tiap pengadilan
untuk menyelenggarakan, memelihara,
melindungi dan mengamankan  sistem
pengelolaan e-court dan e-litigation juga tidak

sama;

Kesiapan infrastruktur, dan ketersediaan alat
dan saranaaeknologi yang berkualitas berbeda
untuk setiap pengadilan. Perlu kebijakan khusus
dan penunjukan sumber daya manusia untuk
menyelenggarakan dan mengamankan sistem
pengelolaannya. Dibutuhkan pengaturan yang
ketat sejak awal (preliminary arrangements) untuk
ketersediaan dan ketersiapan ruang dan alat
seperti perangkat kamera, kitab suci keagamaan
(untuk pengambilan sumpah), dan perangkat
lain seperti alat perekam, "kehadiran personil
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pada waktu dan tempat yang telah ditentukan,
penyediaan teknisi (jika terjadi gangguan) dll.;

Perlu pula dipahami_bahwa dengan teknologi
atau sistem yang ‘Secanggih apapun, ada
penundaan (singkat) antara penerimaan gambar
dan suara yang menyertai gambar yang diterima
oleh setiap pihak di tempat dimana sidang
dilaksanakan. Pengadilan juga harus memastikan
bahwa kualitas gambar yang diterima oleh setiap
pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan
sidang on-line berkualitas baik. Oleh sebab itu
pengadilan perlu memiliki aplikasi persidangan
tersendiri yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selama masa Covid-19, kelihatanny;@engadilan
banyak memanfaatkan aplikasi ‘zoom’ yang
notabene telah dilarang penggunaannya di
beberapa negara, termasuk di beberapa lembaga

di Indonesia;

Kepastian bahwa para pihak dan para saksi
memahami siapa yang berada di ruang sidang,
apa saja ragam peran dari masing-masing pihak,
termasuk aparat hukum yang berada di ruang
sidang, karena realita literasi atau pemahaman
masyarakat umum tentang hukum sangat minim
di Indonesia;

: q(eterjaminan keaslian dari dokumen dan alat
bukti surat yang digunakan dalam e-court atau e-
litigation termasuk dibutuhkannya berbagai
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pengaturan khusus terkait alat bukti elektronik
yang dapat diterima sebagai bukti serta aturan
cara-cara menyampaikan keberatan terhadap alat
bukti dan surat/dokumen yang disampaikan
dalam persidangan secara on-line. Saat barang
bukti dipresentasikan, perlu ketentuan khusus
tentang cara menunjukkan barang bukti, agar
semua pihak dapat melihat dengan jelas barang
bukti tersebut. Diperlukan pula ketentuan
tentang yang pasti tentang cara-cara dan
administrasi pengambilan sumpah bagi para
pihak/saksi;

Ketentuan kepada siapa atau pihak mana biaya
penggunaan jaringan internet dan ketersediaan
alat akan dibebankan;

Ketersediaan ruang (baik riil maupun virtual)
yang memadai berikut teknis penyediaannya
yang memungkinkan anggota masyarakat untuk
hadir dalam persidangan, karena merupakan
asas yang tidak dapat dilanggar bahwa sidang
harus dinyatakan terbuka untuk umum;

Tiga (3) zona waktu yang berbeda di Indonesia
juga harus menjadi bahan pertimbangan, apalagi
dengan adanya pandemi Covid-19, bisa saja para
pihak atau saksi berada di daerah yang zona
waktunya berbeda dengan zona waktu saat
sidang on-line dilaksanakan;

213



10. Ketentuan tentang narahubung (contact persons)
yang siap sedia setiap waktu untuk dihubungji,
apabila timbul kesulitan-kesulitan sebelum dan
saat persidangan on-line berlangsung, termasuk
penanggungjawab setiap persidangan yang
dilakukan secara on-line;

11. Ketentuan tentang bagaimana proses berjalannya
dan hasil sidang dapat diakses oleh publik
(termasuk media) karena prinsip utama
persidangan adalah ‘terbuka untuk umum’
untuk transparansi dan akuntabilitas pengadilan;

Dari berbagai tantangan yang muncul tersebut,
tantangan terbesar adalah penekanan pada prinsip bahwa
seluruh proses pemeriksaan yang diselenggarakan secara
on-line harus ‘sedekat mungkin menyerupai’ atau ‘setara’
dengan praktik-praktik persidangan yang dilakukan
dengan cara-cara yang konvensional.

Sebagai pemegang kewenangan yang tertinggi dari
badan peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung perlu
membuat aturan yang ketat yang dapat digunakan sebagai
acuan atau pedoman sehingga ada kesamaan persepsi
antara para penegak hukum juga para pencari keadilan
sehingga tidak timbul permasalahan ataupun polemik di
kemudian hari.
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Penutup

Setelah masa pandemi Covid-19 ini berakhir, dari
berbagai tantangan yang telah dipaparkan di atas, kiranya
yang paling penting dilakukan adalah melaksanakan
evaluasi secara menyeluruh tentang proses
penyelenggaraan persidangan secara on-line di berbagai
jenis dan tingkat pengadilan. ‘Preseden” penyelenggaraan
persidangan secara on-line pada masa pandemi Covid-19 ini
bisa jadi membuka ‘peluang baru’ untuk memanfaatkan
sebesar-besarnya teknologi informasi untuk menghemat
waktu dan energi serta meningkatkan kinerja pengadilan
dan tentu saja memberikan keadilan kepada yang berhak.
Akhir kata, dalam era teknologi informasi ini, ‘preparing for
digital as the new normal sepertinya tidak dapat dihindari.
Biasa jadi persidangan secara on-line, yang hanya
dimaksudkan sebagai cara mengatasi masalah dalam
kondisi krisis menjadi normalitas baru dalam cara-cara

berhukum.
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